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KEPUTUSAN

TENTANG

PKBi'I AN-NUR
Ein Op.resion l Pucat Kagieten Mrsyarakat

a. bahwa PKBM dibentuk oleh rnasyarakat, merupakan milik masyarakat, dan
dkelola oleh masyarakat untJk momp€rtuas p€layanan kebutuhan belajar
masyarakat;,

b. bahwa PKBM menyelenggarakan borbagai keterampilan fungsional yang bortitk
tolak dari kebormaknaan program bagi warga belajar derBan berorientasi pada
p€mbsrdayaan dan pemanfaatan potensi Sunib,or Daya Manusia (SDM) dan
Sun6er Daya Alam (SDA) yang ada dilingkungannya,untuk meningkeU<an
pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat masyarakat dalam bidang ekonomi,
scsial, budaya, Pendidikan den Kes€hatan;

c. bahwa untuk ketert[ban adminbtrasi dan legislatif formal sebagaimana dimaksud
psda huruf (a) dan (b) ters€but,p€rlu ditetapken dengan ksputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Clamis.

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2, Undang-undang Nomor.12 tahun 2011, tBntang p€mbentukan peraturan

Porundang Undangan;
3. Pemfuran Pern€rintah Nomor 33 tahun 2004, tentang kewenangan pemerintah

dan Keurenangan Provinsi sebagal daerah otonom:
4. Poreturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2O05 tentang Standar Nasbnal pendidikan,

ielah diubah dangan PP Nomor 32 tahun 2013 bbtang Perubahan atas pp No.19
Tahun 20O5.

5. Peraturan Pernsrintrah Nomor 17 tiahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Pp Nomor 66 Tahun 20.10
t€nlang p€rubehan atas PP Nomgr 17 bhun 2O10;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nonror 20 Tahun 2016 tentang Strandar
Korpotensi Lulucsn Pendidikan Dasar Dan lvbnengah;

7. Peraturan Msnteri Pondidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia,Nomor gl
Tahun 201 3,tentang Pendirian Satuan Pendirlikan Nonformal;

8. Peraturan lll€nteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Persturan Daerah lGbupaten Ciamis Nomor 08 tahun 2016 tentang pembenlukan
dan Susunan Perangkat Daerah KabufEten Clamis;

10. Peraturan D*rah Kabupaten Ciamis Nornor 2 Tahun 2013 teniang
Penyehnggaraan Perilnen;

11. Poraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Tugas,
Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Cian'ls Nornor 40 Tahun 2016 tentang Tugas,Fungsi dan Tata
Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan P€merintah Kabupaten Ciamis.

13. Poraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Pendelegasian Kewonangan
Perryelenggaraan Pelayanan Pereizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada
Kepala Dinas P€nanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten
Ciamis-

1. Rekorrpndasi toknis dari Oinas Pendidikan Nomor: 421.9/1106 Disdik.4/2023
Tanggal 27 Me.e1?f.23

2. Permhon izin operasional PKBM dari MAMP, S.Ag an. YAYASAN AN-
NURKHOLIS

Dokumen lnltslah dt tanda tanganl Secera Aeffironlk Menggunakan seftnkat elektronlk
Wng &lerbitkan obh Batai Sertifikasi E/or(tronir( (SSrE),ASSN

NOMOR : S0UKpIs.PKBM 006/DPMPTSP.0S||V 12023



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSIS\N :
Keputusan Bupati Tentang lzin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) Kepada
1. Nama Lembaga : lzin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat
2. Ponyelenggara : YAYASAN AN-NURKHOLTS
3. Ajamat DUSUN WAMYASA RT.OO4 RW001 Ds/Ket. Cibadak Kec.

Banjarsari Kab. CIAMIS
4. Nama Ketua : MANAP, S.Ag
5. Tgl/Tahun Berdiri : 09 Desember 2011
6. Alda Notaris : 01

lzin Operasional ini b€rlaku selama menjalankan kegiatan tersebut

Hak dan Kewajiban Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
HAK

1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan unsur-unsur
terkait lainnya yang memiliki program Kerjasama dengan pKBM;

2. Mendapatkan pengakuan tentang penyelenggaraan program yang sesuai dengan
kemampuan dan potensi masyarakd dari pomerintah daerah setempat:

3. Mendapat kGempatan untuk meningkatkan manajemen pgngelolaan pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM;

KEWA.JIBAN
1. Melaksanakan programftegiatan aekurang kurangnya 3 (tiga) jenis kegiatan yang

Dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat
berdasarkan Prinsip PKBM

2. Mampu menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung
penyelen9g6raan Progran/kegiabn PKBM;

3. Menyiapkan sarana dan prasarana p€nyelenggaraan program;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan lintas seKoral terkalt;
5. lvlenyampaikan laporan program/kegiatan sesuai dengan waktu yang telah

cltetapkan (laporan awal,laporan akhir) kepada Dinas Pendidikan dan unsur- uqsur
terkait;

6. Melaksanakan dan menyampaikan laporan administrasi program secara berkala
Sesuai aturary'ketentuan yang ditetapkan Disdikbud Kabupaten Ciamis.

7. Mengajukan perpanjangan izin operasional PKBM dilaksanakan selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebetum izin operasional pKBM berakhir;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah
apabila dp€rlukan.

Ditetapkan di CIAMIS
Pada Tanggal 05 April 2023

A.N. BUPAI1 CIAMIS
KEPAI.A DPMPTSP KAB. CIAMIS

RUDI

Dokumen initeleh di tanda tengani Secara Elektronik Menggunakan seftifikat etel<tronik
yang ditarbitkan oleh Balai Seftifikasi Elo/ri;ronik (BSrE),BSSN


